Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya

Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kampar






A. Latar Belakang 
Dewasa ini umat Islam lebih sering dipandang sebelah mata dalam 
menghadapi problem ekonomi karena kemampuannya yang dianggap tidak 
representatif dalam membangun kekuatan ekonomi. Padahal umat Islam 
adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan 
problem ekonomi bangsa. Dimana kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk, 
secara tidak langsung umat Islam lah yang akan merasakannya. 
Karenanya membangun fundamentasi ekonomi bangsa tidak dapat 
dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strategi agar keluar 
dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai 
masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar 
menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Masalah pembangunan 
ekonomi tidak dapat di pisahkan dari  kemiskinan dan kesenjangan 
pendapatan di masyarakat.  
Pembangunan di sini bukan sebuah tujuan melainkan hanya sebuah 
instrumen sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi 
ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi 
namun tidak di ikuti distribusi pendapatan maka tidak dapat mengurangi 
ketimpangan pendapatan. Bisa kita lihat gambaran dunia Islam di era modern, 
yang mana kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan menjadi ciri khas 
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negara-negara Islam yang kerap menjadi cermin dunia ketiga 
(underdevelopment country).1 
Problematika kehidupan umat islam hari ini sangatlah kompleks, 
kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar 
bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat muslim.2 Kemiskinan dengan 
segala dimensinya merupakan permasalahan yang harus di atasi melalui 
program pemerintah dan partisipasi semua elemen masyarakat. Kemiskinan 
yang terjadi akan menambah jurang pemisahan antara kaum miskin dan kaum 
kaya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2016, tingkat kemiskinan di 
Indonesia naik menjadi 28,5 juta, naik dari tahun 2014 yang hanya 27,7 juta. 
Padahal dalam islam telah mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik 
kepada sesama, tidak terkecuali terhadap orang miskin dengan cara 
memberikan sedikit harta kita yaitu berupa zakat. Zakat diharapkan dapat 
mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan miskin. 
Di samping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan 
perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.3 
Dalam konsep ekonomi islam di tawarkan instrumen distribusi pendapatan 
yang adil yaitu salah satunya adalah zakat.4                                                            1Prof. Dr. H. Akmad Mujahidin, M.Ag, Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, 
Negara dan Pasar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. II,  h. 80 2Fuad Amsari, Islam kaafah tantangan dan aplikasinya , (Jakarta ;Gip, 1995), cet; 1, h 
208 
3 Nurdin Mhd. Ali. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal.(Jakarta : PT. Raja 
Grafindo Persada 2006), h.2 
4  Muhammad Hidayat, An Introduction The Sharia Economic Pengantar Ekonomi 
Syariah, ( Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 313 
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Zakat juga merupakan instrumen kebijakan fiskal Islami yang sangat 
luar biasa potensinya. Potensi zakat ini jika digarap dengan baik, akan menjadi 
sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga dapat menjadi kekuatan 
pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Ujung 
dari semua itu akan bermuara pada meningkatnya perekonomian bangsa.5 
Adapun landasan kewajiban mengeluarkan zakat sebagaimana firman 
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Artinya:  Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 
(QS. At-Taubah: 103)6 
 
Dari penjelasan ayat di atas dapat didudukkan bahwa amil zakat harus 
memungut harta zakat bagi orang-orang yang mampu untuk mengeluarkannya, 
bukan hanya menunggu seperti yang banyak dilakukan para amil zakat. 
Banyak persyaratan penting apabila dipenuhi dapat menjamin kesuksesan 
penerapan zakat pada masa sekarang ini. Khususnya apabila masalah zakat ini 
ditangani oleh suatu lembaga. Syarat utama menunjang kesuksesan zakat 
dalam merealisasikan maksud dan tujuan serta pengaruhnya adalah 
menetapkan konsep perluasan dalam wajib zakat. Yang tercakup dalam                                                            
5 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif : Ekonomi Islam, (Jakarta : Kencana, 
2007), Cet.2, h.211 
6 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Toha Putra, t.th), h. 
140 
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konsep ini adalah bahwa semua harta yang berkembang mempunyai 
tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan 
kemiskinan.7 
Negara Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia 
yang struktur ekonominya, bisa dikatakan, sangat timpang. Hal ini 
disebabkan basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh kalangan 
feodalistik–tradisional dan masyarakat modern menerapkan prinsip 
ekonomi konvensional. Untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita 
yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, 
tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara 
optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan 
merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan 
pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Sebab, 
produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa mendongkrak 
pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan 
pendistribusiannya.  
Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara 
optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum 
efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, 
administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata 
lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini 
dinilai masih bertaraf klasikal,bersifat konsumtif dan terkesan inefesiensi, 
sehingga kurang berdampak social yang berarti.Zakat merupakan pungutan                                                            
7 Yusuf Qardawi, Spektrum Zakat, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim,2005), Cet.1, h.93 
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atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh negara islam dari si kaya dan 
didistribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin.8   Meskipun objek zakat  
sama dengan objek pajak yaitu sama-sama di ambil dari masyarakat 
namun,dalam konsep zakat menybutkan bahwa zakat hanya di peruntukan 
bagi harta yang telah mencapai nisab dan haul. Selain itu, besarnya zakat 
bersifat tetap karena sudah di tentukan oleh nash dalam al-quran. Zakat 
sebagai rukun islam yang ketiga merupakan kewajiban yang harus di 
keluarkan oleh umat islam untuk membersikan baik harta (zakat maal) 
maupun dirinya (zakat fitrah). Di negara yang sebagian besar penduduknya 
muslim seperti indonesia ini, potensi zakat sangatlah besar, mencapai 217 
Triliyun untuk mendukung pembangunan ekonomi dalam rangka untuk 
mencapai kesejahteraan.9 
Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima’iyyah yang memiliki posisi 
sangat penting, strategis, dan menentukan,10baik dilihat dari sisi ajaran 
Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu 
ibadah pokok,   zakattermasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun 
Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist 
Nabi, sehingga keberadaannya  dianggap  sebagai  ma’luum  minad-diin  
bidhdharuurah ataudiketahui secara otomatis adanya dan merupakan 
bagian mutlak dari keislaman seseorang.11 Di dalam Al-Qur’an terdapat                                                            
8 Chaudhry, Muhammad Sharif, Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana 
Prenanda Media Group, 2012), h. 79 9 Lihat, http://forumzakat.org/sinergi-zakat-untuk-membasi-kemiskinan/, diakses tgl. 21 
April 2017 
10 Yusuf al-Qardhawi, Al-Ibadah fil-Islam ( Beirut : Muassasah Risalah, 1993 ), h. 235.  11Ali Yafie. Menggagas Fith Sosial (Bandung, 1994),h.231. 
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dua puluh tujuh ayat 12  yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan 
kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Hal ini menegaskan adanya 
kaitan komplementer antara ibadah shalatdanzakat. Jika shalat berdimensi 
vertikal-ketuhanan, maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi 
horizontal-kemanusiaan.13 Di dalam Al-Qur’an terdapat pula berbagai ayat 
yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, 
dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja 
meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya 
terhadap orang miskin,tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin 
yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga zakat wajib dikeluarkan. 
Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya 
masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang 
layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan 
pendapatan, yakni institusi zakat, infaq, dan sedekah ( ZIS ). Karena secara 
demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan 
secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di 
jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat 
muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, 
bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila hal itu bisa 
terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik, 
zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, termasuk di                                                            12Yusuf al-Qardhawi, Fiqhus Zakat (Beirut: Muassasah Risalah, 1991)h. 42. 
13 Mohammad daud Ali, Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf, (Jakarta : UI Press, 
1988),h.90.  
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dalamnya adalah penguatan pemberdayaan ekonomi nasional. 
Secara substantif, zakat, infaq, dan sedekah adalah bagian dari 
mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan 
pendapatan.14 
Oleh karena itu, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai sebuah 
kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai 
lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.15 
Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan 
UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri 
Agama (KMA)  Nomor 581 Tahun 1999 tentangpelaksanaan Undang-undang 
No 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 
tentang pedoman teknis pengelolaan zakat serta Undang- Undang No 17 tahun 
2000. Undang-undang tersebut menyiratkan tentang perlunya BAZ dan  
LAZ meningkatkan  kinerja  sehingga  menjadi  amil  zakat  yang 
profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas 
dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya 
maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat 
meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan  para  mustahik. 16 
Total jumlah penduduk Kabupaten Kampar dari tahun 2016 
berdasarkan kecamatan yang ada sebagai berikut :                                                            14 Muhammad Nejatullah siddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian 
Kepustakaan Masa Kini, (Jakarta: LPPW),h. 134. 15Djamal  Doa,  Pengelolaan  Zakat  Oleh  Negara  Untuk  Memerangi Kemiskinan, 




Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah 
Kab. Kampar Tahun 2016 per Kecamatan 
 
NO Kecamatan Luas (Km2) Jumlah Penduduk 
1 Kampar Kiri 915,33 29.987 
2 Kampar Kiri Hulu 1.301,25 11.876 
3 Kampar Kiri Hilir 759,74 11.462 
4 Kampar Kiri Tengah 330,59 19.736 
5 Gunung Sahilan 597,97 26.953 
6 XIII Koto Kampar 732,40 24.144 
7 Koto Kampar Hulu 674,00 18.939 
8 Kuok 151,41 25.186 
9 Salo 207,83 25.954 
10 Tapung 1.365,97 95.476 
11 Tapung Hulu 1.169,15 81.936 
12 Tapung Hilir 1.013,56 60.106 
13 Bangkinang 177,18 39.773 
14 Bangkinang Seberang 253,50 33.043 
15 Kampar 136,28 50.555 
16 Kampar Timur 173,08 24.528 
17 Rumbio Jaya 76,92 17.192 
18 Kampar Utara 79,84 17.242 
19 Tambang 371,94 61.027 
20 Siak Hulu 689,80 100.253 
21 Perhentian Raja 111,54 17.637 
Jumlah 11.289,28 793.005 Jiwa 
Data Badan Pusat Statistik Kab. Kampar 201617 
 Dalam beberapa tahun terakhir jumlah penerimaan dana zakat di 
BAZNAS Kab. Kampar mengalami peningkatan, sebagaimana pada tahun 
2015 total penerimaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Kampar 
sebesar Rp. 3.053.970.165,- sedangkan pada tahun 2016 total penerimaan                                                            
17 Data Badan Pusat Statistik Kab. Kampar 
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dana zakat yang diterima BAZNAS Kabupaten Kampar sebesar Rp. 
6.657.194.605,-18 
Rincian jumlah mustahik penerima dana zakat pada baznas Kab. 
Kampar tahun 2016 : 
Tabel II 
Jumlah Mustahik Penerima Bantuan Dana Zakat di  
Kabupaten Kampar tahun 2016 
 
No Kecamatan Jumlah Mustahik 
1. Kampar Kiri 28 
2. Kampar Kiri Hulu 23 
3. Kampar Kiri Hilir 17 
4. Kampar Kiri Tengah 13 
5. Gunung Sahilan 8 
6. XIII Koto Kampar 51 
7. Koto Kampar Hulu 22 
8. Kuok 40 
9. Salo 41 
10. Tapung 14 
11. Tapung Hulu 15 
12. Tapung Hilir 8 
13. Bangkinang 65 
14. Bangkinang Seberang 54 
15. Kampar 58 
16. Kampar Timur 41 
17. Rumbio Jaya 21 
18. Kampar Utara 47 
19. Tambang 29 
20. Siak Hulu 17 
21. Perhentian Raja 18 
Jumlah 630 Jiwa 
Data Baznas Kab. Kampar tahun 2016.19 
Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 
Kampar angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Kampar beberapa tahun                                                            18Data BAZNAS Kabupaten Kampar tahun 2015-2016 
19 Data Baznas Kab. Kampar tahun 2016 
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terakhir cenderung mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat 
pada tabel dibawah ini : 
 
Tabel III 
Tabel Angka Tingkat Kemiskinan  
di Kabupaten Kampar 
 




2012 61,2 8,52 
2013 61,8  8,36 
2014 62,3 8,36 
2015 67,6  8.68 
2016 72,2 9.17 
2017 78.3 10.21 
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 
Dari dua tabel diatas dapat dilihat peningkatan penerimaan dana zakat 
setiap tahunnya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap 
penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kampar, berdasarkan kenyataan di 
atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitiandengan judul 
“Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Upaya Pengentasan 
Kemiskinan Di Kabupaten Kampar (Studi Pada Baznas Kab. Kampar)” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka 
penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 
1. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 
mengoptimalkan pengelolaan dana zakat dalam pengentasan kemiskinan di 
Kabupaten Kampar. 
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2. Metode dan program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 
Penyaluran dana zakat yang tepat sasaran kepada masyarakat. 
3. Keberhasilan yang dicapai BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 
optimalisasi pengelolaan dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan 
di Kabupaten Kampar. 
4. Hambatan yang dialami BAZNAS Kabupaten Kampar didalam 
pengelolaan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat dalam upaya 
pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kampar. 
 
C. Batasan Masalah   
Mengingat luasnya persoalan yang mengitari kajian ini seperti yang 
telah dikemukakan di atas, maka penulis memfokuskan kajian ini pada : 
1. Upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 
mengoptimalkan pengelolaan dana zakat di Kabupaten Kampar. 
2. Metode dan Program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 
pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran. 
3. Keberhasilan yang dicapai BAZNAS Kabupaten Kampar  dalam 
optimalisasi pengelolaan dana zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan 
di Kabupaten Kampar. 
4. Hambatan yang dialami BAZNAS Kabupaten Kampar dalam pengelolaan 
dana zakat. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang ada agar penelitian ini lebih 
terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana upaya pengoptimalan pengelolaan dana zakat pada BAZNAS 
Kabupaten Kampar? 
2. Bagaimana metode dan program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten 
Kampar dalam pengelolaan dana zakat yang tepat sasaran? 
3. Apa saja keberhasilan yang didapat BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 
pengelolaan dana zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan di 
Kabupaten Kampar? 
4. Apa saja hambatan yang dialami BAZNAS Kabupaten Kampar didalam 
pengoptimalan pengelolaan dana zakat dalam upaya pengentasan 
kemiskinan di Kabupaten Kampar? 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara realita tentang: 
a. Pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kab. Kampar dalam upaya 
pengentasan kemiskinan. 
b. Metode dan program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar 
dalam pengoptimalan pengelolaan dana zakat. 
c. Keberhasilan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Kampar dalam 
pengelolaan dana zakat. 
d. Hambatan yang dialami BAZNAS Kabupaten Kampar 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun Kegunaan  penelitian ini antara lain: 
a. Secara Akademik 
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Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu 
pengetahuan terkait dengan pengoptimalan pengelolaan dana zakat 
dalam upaya pengentasan kemiskinan, sehinggga bisa menjadi rujukan 
untuk pengembangan dimasa yag akan datang. 
b. Memberikan sumbangan saran kepada Pemerintah Kabupaten Kampar 
dan BAZNASKabupaten Kampardalam optimalisasi pengelolaan dana 
zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kampar 
c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan penelitian tesis dan 
meraih gelar Magister Ekonomi Syariah. 
d. Secara Sosial: Menginformasikan kepada masyarakat tentang 
keberadaan BAZNAS Kabupaten Kampar. 
 
F. Penegasan Istilah 
Untuk menghilangkan multi penafsiran dalam penelitian ini, penulis 
merasa perlu untuk memberi penegasan pada istilah yang terdapat pada judul 
penelitian ini.  
1. Optimalisasi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah 
berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling 
menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, 
pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan 
paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah 
suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai 
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sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya 
sempurna, fungsional, atau lebih efektif.20 
2. Pengelolaan  
Adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya 
lainnya yang dapat diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu.  
3. Pengentasan Kemiskinan 
Pengentasan adalah sebuah upaya untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan, sedangkan kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi 
kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , 
tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan 
kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses 
terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah 
kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga 
negara.Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum 
kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.  
4. Badan Amil Zakat Nasional 
Adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terdiri 
dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, 
mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama 
dan Undang-Undang yang berlaku. BAZNAS meliputi BAZ Nasional,                                                            20Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka), 1994,h. 800 
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BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten. Pada tulisan ini yang dimaksud 
adalah BAZNAS Kabupaten Kampar.21 
 
 
                                                            
21 Suparman Usman, Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam 
Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. II, h. 164 
